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PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Pso

~r

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat
yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Wonorejo, 14 Mei 1969 (umur 50 tahun),
agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di XXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Bungku Utara, 10 Juli 1962 (umur 57
tahun), agama lIslam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan
SLTA, Dahulu bertempat tinggal di XXXXX, sekarang tidak
diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalammaupun
di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 18
Februari 2020 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Pso telah

mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin,
tanggal 25 Mei 2015, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1436 H, yang
dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, sesuai Kutipan
Akta Nikah Nomor : 89/24/V/2015, tanggal 25 Mei 2015;
2. Bahwa sebelum menikah dengan penggugat, tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat
kediaman rumah saudara selama kurang lebih 1 minggu lamanya,
selanjutnya pindah dirumah Tergugati selama 4 tahun kemudian penggugat
dan tergugat berpisah tempat tinggal.
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering sekali terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat Tidak Memberi Nafkah Lahir.

- Tergugat Suka minum minuman yang beakohol sampai mabuk.

- Tergugat tidak mau melaksanakan sholat.

- Tergugat sering berjudi.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat terjadi kurang lebih sejak tanggal 09 Oktober 2019, dimana pada
saat itu terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang

lebih 4 bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman adalah tergugat.
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7. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi
memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan
warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-
masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai
kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah

menurut hukum
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Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh
dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang
tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka
Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian
Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan yang berlaku dan hukum yang
berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
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2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 381.000,00 ( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah ).
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020
Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulgaidah 1441 Hijriyah, oleh
Faiz, S.HI.,, MH. sebagai ketua majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan
Nauri, S.Sy., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Fausiah, S.Ag, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat.
Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Muhammad Rifai, S.HI Faiz, S.HI., MH.
ttd

Walan Nauri, S.Sy
Panitera Pengganti,

ttd

Fausiah, S.Ag
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Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
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